BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Menetapkan

KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan
Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
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Menetapkan

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.

Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan wurusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
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dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil
ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD
provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi
intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah
suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah
Pusat kepada setiap Daerah Otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana
pembangunan. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja
pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.
Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk
peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada
Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut DO adalah dana yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-
hari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
Kabupaten Bangka Barat adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:
a. Tinggi;

b. Sedang; dan

c. Rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah

dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum.

(3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara.
Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri
atas:
a. Pendapatan Pajak Daerah;
b. Hasil Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Dana

Bagi Hasil yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat.

(3) Belanja Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

terdiri atas:

a. Gaji Pokok PNS;

o

Tunjangan Keluarga;

Tunjangan Jabatan;

a0

Tunjangan Fungsional,

Tunjangan Fungsional Umum;

-0

Tunjangan Beras;



g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus;
h. Pembulatan Gaji;

i. Iuran Asuransi Kesehatan;

j- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja; dan

k. Iuran Jaminan Kematian.

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan

d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja.

Pasal 5

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan yaitu

Tahun Anggaran 2022.

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh TAPD yang diatur sebagai berikut:

a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah)

dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;

b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan
Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokan

pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan

c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokan pada

kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB III
PENGHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai

berikut:



No Uraian Realisasi
I Pendapatan Umum Daerah

Pendapatan Asli Daerah Rp88.534.302.222,79
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp210.667.868.245,00
Dana Alokasi Umum (DAU) Rp419.082.296.005,00
Jumlah Rp718.284.466.472,79

11 Jumlah Belanja ASN Rp320.856.425.203,00

11 Kemampuan Keuangan Daerah Rp397.428.041.269,79

Pasal 7

(1) Hasil  penghitungan  pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu selisih Pendapatan Umum Daerah
dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara berada diantara
Rp300.000.000.000,00  (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan
Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah).

(2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun

2024 di kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

(3) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi dasar penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan

Reses Pimpinan dan Anggaran DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 8 Januari 2024
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok

pada tanggal 8 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI E



